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MOTTO ;

"GOVERNMENT IS FROM THE PEOPLEr BY THE PEOPLE, AND FOR 

THE PEOPLE"
(Abraham Lincoln)

"Jangan bertanya apa yang Negara berikan kepada kita tetapi tanyakan 
pada diri apa yang telak aku berikan kepada Negara"

(Jhon F. Kennedy)

"Di tiap-tiap hati kecilnya manusia itu ada rasa keadilan yang sejati, ada 
terdengar detik-detik kesucian, karena tiap-tiap orang itu adalah sebagian 
dari Nur Tuhan yang maha adil"

(Socrates)

Kupersembahkan kepada;

Kedua orangtuaku tercinta. 
Saudara-saudaraku tercinta. 
Kekasihku tercinta. 
Sahabat-sahabat terbaikku. 
Almamaterku

IV
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BABI

PENDAHULUAN ^ - rr i y • •:

A. Latar Belakang

Prinsip Negara hukum yang terkandung dalam Pancasila dan Undang 

undang dasar 1945 menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang 

dihadapan hukum serta kepastian hukum yang adil tanpa memandang kedudukan 

dan jabatan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 17 agustus 1945, hukum 

pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana peninggalan pemerintahan 

Hindia Belanda, yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang

kemudian disesuaikan dengan keadaan Indonesia, namun didalamnya masih

terdapat pasal-pasal yang bersifat kolonial diantaranya pasal-pasal tentang

perbuatan yang merendahkan atau menghina pemerintah dan tentang kejahatan

terhadap keamanan negara, pasal-pasal yang dalam penerapannya memungkinkan 

terjadinya perbedaan pendapat1.

Pengertian tentang perbuatan yang dianggap kejahatan terhadap keamanan 

negara untuk di Indonesia masih belum jelas2, dikarenakan pengaturan tentang 

kejahatan terhadap keamanan negara yang terdapat dalam bab pertama Buku 

kedua KUHP merupakan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda bukan

‘Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993, hal. 1 
2Ibid, hal. 10.

1



2
i■

produk asli bangsa Indonesia. Ketidaksesuaian ini menimbulkan polemik dalam 

masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan sistem demokrasi yang ada di 

Indonesia dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kejahatan terhadap keamanan negara hampir selalu dilatarbelakangi 

dengan tujuan-tujuan politik dan setiap pemerintahan suatu Negara mempunyai 

pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan-perbuatan yang 

dikategorikan sebagai latar belakang serta tujuan politik. “Oleh sebab itu untuk

mencapai tujuannya, seringkah suatu perbuatan yang termasuk kejahatan terhadap 

keamanan negara dilakukan melalui suatu tindakan terror.”3 Sehingga analisis

terhadap tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara juga dapat disebut

sebagai delik politik.

Kepentingan negara tentunya terumuskan dalam politik pemerintahan,

sehingga kepentingan pemerintahan mutlak. merupakan kepentingan

negara. Kepentingan negara tertuang dalam Garis Garis Besar Haluan

Negara, dimana GBHN, meskipun disusun oleh MPR pada masa orde baru. Hal-

hal inilah yang merupakan sulitnya dilakukan suatu kesatuan pendapat tentang 

substansi delik politik. “Padahal kekhususan dalam hukum pidana hendaknya 

terjaga, sehingga tidak terjadi kekaburan penafsiran, di mana pada masa kini

3 Ibid, hal. 7.
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penafsiran lebih bersifat mencari keuntungan bagi pihaknya saja, tanpa 

mengindahkan sistem dalam ajaran penafsiran.”4

“Selanjutnya yang dimaksud dengan amnesti adalah pengampunan berasal 

dari kata “amnescio” yang berarti melupakan”5 Amnesti diterapkan sejak dulu 

kala sebagai bentuk kebaikan hati penguasa (raja) untuk memaafkan mereka yang 

telah melakukan kejahatan. Dalam perkembangannya, di beberapa negara 

modem, amnesti telah menjadi hak kepala negara yang dituangkan dalam 

konstitusi. Di Indonesia pemberian amnesti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 14 

ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

“Pemberian amnesti oleh kepala negara hanya ditujukan kepada mereka-

mereka yang melakukan kejahatan terhadap negara (crime against State) seperti 

subversi, kudeta ataupun gerakan separatis”.6 Dengan asumsi negara yang

menjadi korban dalam hal ini Kepala Negara memiliki kewenangan untuk

meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap suatu perbuatan atau

sekelompok yang melakukan kejahatan terhadap negara. Dengan demikian,

semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang bersangkutan dalam 

kejahatan terhadap negara menjadi hapus.

4Loebby Loqman, Makalah Peradilan Politik & Hukum, PSK-UNAS, Jakarta, 1997,

5 WWW. Kompas. Com, Diakses Tanggal 25 Agustus 2007.
WWW. Kompas. Com, Diakses Tanggal 25 Agustus 2007.

hal. 2.
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“Dalam sejarah, pemberian amnesti terhadap mereka yang memberontak 

pernah diterapkan di Indonesia. Di masa Soekarno ada surat Keputusan Presiden 

RI No 449 Tahun 1961 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada “orang- 

orang yang tersangkut dengan pemberontakan”. Pemberian Amnesti dan abolisi 

tersebut ditujukan kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan Daud 

Beureueh, PRRI/Permesta, Kahar Muzakar, Kartosuwirjo (DI/TII), Ibnu Hajar 

dan RMS”.7

Sejauh ini dalam perundang-undangan hukum pidana, khususnya yang 

termuat dalam KUHP yang dilarang adalah pembunuhan terhadap presiden atau

wakil presiden. Tanpa menyebutkan apa latar belakang perbuatan pembunuhan

itu. Ditambah lagi dengan pasal-pasal tentang perbuatan yang dianggap telah

mengancam kewibawaan pemerintah. Sehingga pada hakekatnya tidak diperlukan

adanya pertimbangan latar belakang politik dalam pembuktian di depan

pengadilan.

“Suatu perbuatan yang termasuk delik politik, didasari oleh anggapan

tidak diakuinya sistem hukum yang telah ada. Berbeda dengan delik yang biasa, 

mereka yang berbuat mengakui adanya sistem hukum yang ada. Karena sesuatu

8hal mereka melanggar sistem hukum tersebut.

“Membedakan antara kejahatan umum dan kejahatan politik adalah 
bahwa seorang penjahat politik tergolong pelaku yang mepunyai keyakinan 
(overtuigings daders), karena mereka berpendapat pandangannya tentang hukum 
dan kenegaraan lebih tepat dari pandangan pemerintah negara tersebut, sedangkan

’ WWW. Kompas. Com, Diakses Tanggal 25 Agustus 2007. 
Loebby Loqman,Op. Cit, hal.4.
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penjahat umum (de gewone dader) tidak menyangsikan sahnya tertib hukum yang 
berlaku meskipun ia melanggar peraturan yang ada pada negara tersebut. Di 
samping itu dikatakan bahwa penjahat politik justru tidak mengakui sahnya tertib 
hukum yang berlaku.”9

“Dibedakan selanjutnya antara perbuatan politik dengan kejahatan politik. 
Seorang penjahat politik menghendaki dari norma-norma yang diperjuangkan 
agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku. Sedangkan perbuatan politik 
dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan semata-mata karena 
keberatan terhadap norma yang dilanggarnya, akan tetapi terutama berkeberatan 
terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dari tertib hukum. Seorang 
pelaku perbuatan politik menolak melakukan suatu yang dianggapnya 
bertentangan dengan hati nuraninya”.10

Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang beijudul Masalah Penegakan

Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan bahwa 

kejahatan politik dapat dibagi menjadi :n

1. Kejahatan terhadap negara/keamanan negara;

2. Kejahatan terhadap sistem politik;

3. Kejahatan terhadap sistem kekuasaan;

4. Kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar (HAM) dalam

bermasyarakat /bemegara/berpolitik;

5. Kejahatan yang mengandung unsur/motif politik;

6. Kejahatan dalam meraih/mempertahankan/menjatuhkan kekuasaan;

7. Kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik;

8. Kejahatan oleh negara/penguasa/politikus;

9Ibid, hal. 13.
10 Ibid, hal. 18.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 177.
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9. kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam hukum terdapat suatu asas penting, yang dikenal dengan lex 

specialis derogat legi generali. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang 

bersifat khusus {specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum 

{generali). Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang 

valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa- 

peristiwa konkrit. Penerapan asas ini menyebabkan suatu aturan hukum termasuk 

ketika hal itu terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi 

tidak mempunyai kekuatan mengikat. Aturan tersebut hanya menjadi aturan

perundang-undangan, tetapi tidak merupakan suatu aturan hukum.

Mengkaji suatu aturan apakah bersifat umum atau khusus harus

berpangkal tolak dari aturan yang diduga bersifat khusus itu dibandingkan dengan

aturan umumnya. Dengan kata lain, harus dapat diidentifikasi dalam aturan yang 

bersifat khusus itu, sifat-sifat umumnya terlebih dahulu, yang hal itu hanya dapat 

diketahui apabila dikuasai dengan baik aturan yang bersifat umum tersebut. Selain 

hal-hal yang bersifat umum, dalam aturan yang bersifat khusus akan terdapat hal- 

hal khusus lainnya. Dengan demikian, aturan yang khusus {lex specialis) berisi 

hal-hal yang bersifat umum, ditambah hal lain lagi.

Dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri dan/atau 

kategoris dari aturan yang bersifat umum {lex generalis), tetapi kemudian 

didalamnya ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu. 

Apabila dalam suatu aturan hukum, tidak memuat norma yang hakekat addressat-
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nya tertuju pada perlindungan benda-benda hukum yang umum ditambah sifat 

khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai lex specialis.

Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu secondary rules, yang 

sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana primary rules, tetapi mengatur 

(pembatasan) penggunaan kewenangan (aparat) negara dalam mengadakan suaru 

represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori 

tentang criminal law policy, asas lex specialis derogat legi generali merupakan 

asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (application policy). Artinya,

persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum

(formulation policy), tetapi berkenaan dengan game-rules dalam penerapan

hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum 

- apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang ini dan/atau yang itu.

Sementara, yang ini dan/atau itu tersebut ditentukan oleh manakah aturan 

d i antara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum, sedangkan manakah aturan- 

aturan yang lain yang bersifat khusus.

Umumnya suatu asas hukum dipositifkan dalam satu atau lebih aturan 

hukum. Dalam hukum pidana Indonesia asas ini terkandung dalam Pasal 63 ayat 

(2) KUHP. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang 

diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang 

diterapkan. Pasal ini menegaskan keberlakuan (validitas) aturan pidana yang 

khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik ke dalam

umum,

aturan
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pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Apakah yang dimaksud aturan 

pidana dalam hal ini tidak dijelaskan dalam undang-undang.

Barda Nawawi dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum 

dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan mengatakan 

bahwa “strategi dasar/pokok pencegahan kejahatan {the Basic crime prevention 

strategy) harus difokuskan pada upaya menghilangkan sebab-sebab dan kondisi- 

kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Jadi kebijakan strategis dalam 

penanggulangan kejahatan (termasuk kejahatan politik) terletak pada kebijakan 

yang integral, preventif, dan elimantif dalam menanggulangi faktor-faktor 

penyebab”.

Suatu sistem hukum terdiri substansi (substance), struktur (structure) dan 

budaya (culture)13, maka dapat diyakini suatu aturan hukum adalah sebagian dari 

substansi (materi) hukum itu sendiri. Dengan demikian, aturan pidana adalah

subbagian hukum yang masuk kedalam ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. 

Ruang lingkup hukum pidana itu meliputi pengaturan tentang tindak pidana 

{crime), pertanggungjawaban pidana {responsibility) dan pemidanaan 

(punishment)14, maka aturan pidana disini adalah aturan tentang tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Sepanjang terdapat aturan yang

Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 17.

1 WWW. Kompas. Com, Diakses Tanggal 25 Agustus 2007 
14 WWW. Kompas. Com, Diakses Tanggal 25 Agustus 2007
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sifatnya khusus mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan 

pemidanaan, maka aturan yang sifatnya umum menjadi tidak lagi valid.

Aturan hukum yang mengadung asas lex specialis derogat legi generali 

berlaku bukan hanya dalam mensikapi perbuatan-perbuatan yang taatbestand 

dengan aturan pidana yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga bahkan terutama 

terhadap aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang lain di luar KUHP. 

Bahkan sepanjang tidak diatur sebaliknya, asas ini juga berlaku terhadap sesama 

undang-undang di luar KUHP. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 

KUHP, yang menentukan ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII KUHP 

berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang

lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 63 ayat (2) bukan hanya berlaku ketika

mencermati peristiwa konkrit dihadapkan pada aturan-aturan tentang tindak

pidana, pertanggungjawaban pidana pemidanaan yang terdapat dalam KUHP, 

tetapi juga terhadap hal yang sama yang terdapat dalam peraturan perundang- 

undangan di luar KUHP dihadapkan dengan KUHP itu sendiri, atau lebih jauh 

lagi terhadap dihadap-hadapkannya dua atau lebih undang-undang di luar KUHP. 

Sepanjang suatu peraturan perundang-undangan memuat aturan pidana yang 

khusus, maka mengenai hal yang sama yang secara umum diatur dalam KUHP 

(atau undang-undang di luar KUHP yang memiliki sifat lebih umum), menjadi 

tidak sah atau tidak lagi valid.
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Pemberlakuan asas ini bukan hanya terhadap adanya undang-undang

pidana khusus, tetapi juga merembes terhadap undang-undang adminstratif yang 

didalamnya memuat aturan pidana (adminislraliefstrafrecht).

Dalam KUHP umumnya berlaku stelsel pidana alternatif. Artinya, jika

beberapa pidana pokok diancamkan dalam suatu tindak pidana maka diantara

pidana-pidana pokok tersebut diancamkan secara alternatif.

Sistem penanganan keamanan dan pemeliharaan kestabilan keamanan

Indonesia memungkinkan dalam hukum pidana. Terhadap kasus tertentu yang

dianggap akan mengganggu kestabilan keamanan nasional, terdapat lembaga non

yudisial yang akan melakukan tindakan. Apabila ternyata kasus tersebut murni

sebagai kejahatan biasa, atau apabila kasus tersebut sudah memenuhi persyaratan

yuridis, akan diserahkan ke pihak-pihak dalam sistem peradilan pidana. Diakui

bahwa suatu perbuatan yang termasuk delik politik dapat merupakan kekacauan 

dalam masyarakat. Sedangkan kekacauan politik akan membawa akibat yang 

amat luas dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu 

perlu suatu penanganan yang tegas dalam melakukan penindakan delik politik.

Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis, terdapat hal yang 

menarik perhatian penulis untuk menganalisis mengenai : “AMNESTI DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”.
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B. Perumusan Masalah

Dengan demikian, yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan

penulis angkat adalah:

1. Bagaimana Amnesti Dalam Perspektif Hukum Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui Syarat-syarat Amnesti.

Mengetahui Bahwa Pemberian Amnesti Oleh Presiden Apakah Tidak 

Merupakan Campur Tangan Presiden Terhadap Peradilan Pidana.

2.

Sedangkan kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

Kegunaan Teoritis yaitu untuk memenuhi syarat akademis dalam1.

menyelesaikan ilmu yang telah diperoleh dan memberikan sumbangan

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

tambahan referensi bagi pihak lain yang beminat meneliti lebih

mendalam topik serupa.

D. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam pengolahan data untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan 

metode deskriptif dan pendekatan yuridis normatif yaitu melihat 

permasalahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini
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termasuk penelitian hukum normatif karena penelitian ini berusaha untuk 

menggambarkan atau membahas masalah Amnesti dan Fungsi Eksekutif 

(Presiden) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa :

a. Bahan hukum primer, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. KUHP dan KUHAP

3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan

umum.

b. Bahan Hukum sekuder, meliputi bahan-bahan literatur tentang amnesti

dan hasil penelitian penulis.

c. Bahan hukum tertier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedi.

3. Metode Pengumpulan Data

Yaitu Studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui

sumber dari data tertulis di dalam dokumen yang didapat untuk selanjutnya

dilakukan pengembangan terhadap isi dokumen.

4. Analisis Data
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Setelah seluruh bahan-bahan hukum tertulis diperoleh dan

dikumpulkan melalui studi kepustakaan, peneliti kemudian mengklasifikasi

bahan-bahan hukum tertulis tersebut sesuai pengelompokan sumber data.

Selanjutnya, bahan-bahan hukum tertulis tersebut dianalisis secara kualitatif

dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang bersifat menguraikan dan

membahas pentingnya dalam permasalahan.
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